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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
 
 
ix 
 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
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4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. وزلافطلأا ةض  Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana> 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم امو Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخىهن الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Wachid Hidayatul Abidin, NIM: 142121019;“ UPAYA MEDIASI 
HAKIM MEDIATOR DALAM KASUS  PERCERAIAN DI PENGADILAN 
AGAMA KABUPATEN SRAGEN” 
Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan di 
pengadilan Indonesia, khusunya perkara perceraian yang menjadi perakara yang 
paling banyak diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, dengan 
meningkatnya cerai gugat patut dipertanyakan keefektifan dari PERMA Nomor 1 
Tahun 2016 merupakan peraturan yang dikeluarkan secara tegas oleh Mahkamah 
Agung untuk secara sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang 
bersengketa, sebagai upaya untuk meminimalisir perkara di pengadilan. Dari latar 
belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu: apakah faktor yang 
mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Sragen dan bagaimana 
upaya hakim mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di tinjau dari 
Perma No. 1 Tahun 2016. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 
langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Sragen sebagai objek penelitian, 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada beberapa hakim 
mediator, penulis juga mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
judul skiripsi ini, serta ditunjang dengan buku-buku yang berkaitan dengan judul 
skripsi ini dan setelah itu melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder 
dengan menggunakan metode bersifat deskriptif analisis. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa hakim 
mediator Pengadilan Agama Kelas IA Sragen menganggap bahwa PERMA 
Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya 
mediasi, serta lebih memberikan ruang gerak pada para pihak dalam 
melaksanakan mediasi. Namun belum dapat dikatakan efektif karena beberapa 
faktor, yaitu faktor mediator, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan faktor 
kebudayaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingginya perceraian di 
Kabupaten Sragen, faktor yang terbesar adalah tidak ada rasa tanggung jawab, 
ekonomi dan ketiadaan keharmonisan dari kedua belah pihak.  mediasi 
dilaksanakan selalu mengupayakan perdamaian dengan cara yang dibenarkan 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016. jika dibandingkan perma sebelumnya 
keberhasilan mediasi pada perkara perceraian perlahan meningkat meskipun tidak 
signifikan. Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, efektifitas, PERMA Nomor 1 
Tahun 2016 
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ABSTRACT 
Wachid Hidayatul Abidin, NIM: 142121019; "MEDIATOR JUDGMENT 
MEDIATION EFFORTS IN THE CASES OF THE RELIGION IN THE 
RELIGION COURT OF THE SRAGEN DISTRICT" 
 Mediation is an alternative dispute resolution that is used in Indonesian 
courts, especially the most divorce cases proposed in the Sragen Regency 
Religious Court, with increasing divorce questionable the effectiveness of 
PERMA Number 1 of 2016 is a regulation issued explicitly by the Supreme Court 
to sincerely reconcile the parties to the dispute, in an effort to minimize cases in 
court. From this background the author formulates a problem, namely: what are 
the factors that influence the failure of mediation in the Sragen Religious Court 
and how the mediator judge's efforts in the process of mediating divorce cases are 
reviewed by Perma No. 1 of 2016. 
The method used in this research is field research directly to the Religious Court 
of Sragen Regency as the object of research, data collection is done by 
interviewing several mediator judges, the author also studies documents relating 
to this skiing title, and is supported by related books with the title of this thesis 
and after that analyze the primary and secondary data using descriptive analysis 
method. 
From the results of the research conducted by the author, it can be seen that the 
mediator judge of the Sragen IA Class of Religious Court considers that PERMA 
Number 1 of 2016 made a positive contribution to the implementation of 
mediation, and provided more room for the parties to carry out mediation. But it 
cannot be said to be effective because of several factors, namely mediator factors, 
community compliance with law and cultural factors. There are many factors that 
influence the high divorce in Sragen Regency, the biggest factor is there is no 
sense of responsibility, economy and lack of harmony from both parties. 
mediation is carried out always striving for peace in a way that is justified by 
PERMA Number 1 of 2016. If compared to the previous perma, the success of 
mediation in divorce cases is slowly increasing, although not significantly. 
Keywords: Divorce, Mediation, effectiveness, PERMA Number 1 of 2016 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membimbing 
keluarga bahagia yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa”.1 
Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 
Oleh karena itu, keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 
sejahtera lahir dan batin serta selamat dunia dan akhirat adalah impian 
bagi setiap orang yang akan memasuki gerbang kehidupan keluarga 
melalui perkawinan. Karena keluarga adalah komunitas terkecil atau 
bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terkait 
oleh suatu keturunan, yakni kesatuan antara ayah, ibu dan anak yang 
merupakan kesatuan kecil dari bentuk-bentuk kesatuan masyarakat yang 
akan mempengaruhi citra-cita dan tujuan pembangunan nasional. 
Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang 
bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur 
hukum di pengadilan ataupun di luar jalur pengadilan. Dalam beberapa 
                                                             
1
 Djaja S Meliala. 2017,Himpunan Perundang-undangan tentang Perkawinan. 
(Bandung, Nuansa Aulia), hlm.  43  
2
 Ibid, hlm. 43 
 
 
 
jenis sengketa, soal siapa yang akan hadir dan berperan dalam proses 
mediasi dapat dengan mudah. Misalnya dalam sengketa perceraian atau 
keluarga, maka suami dan istri adalah pihak-pihak yang berperan. Hal ini 
sangat dimungkinkan karena hukum privat/perdata, titik berat 
kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara 
atau kepentingan umum.
3
 Dalam sengketa yang berkaitan dengan status 
perkawinan (perceraian), maka tindakan hakim dalam mendamaikan 
pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya 
adalah mengupayakan tidak terjadinya perceraian.
4
 
Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah  No. 9 Tahun 1975, 
perceraaian dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut 
5
: 
1. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, penjudi dan lain-
lain yang sukar disembuhkan. 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-
turut tanpa adanya izin pihak lain dan tanpa dengan alasan yang sah 
atau hal lain diluar kemampuannya. 
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah terjadinya perkawinan. 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat 
yang membahayakan pihak lain. 
                                                             
3
 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 
Nasional, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 22. 
4
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), hlm. 96. 
5
 Peraturan Pemerintah Pasal 19 No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
 
 
 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri 
6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah 
tangga. 
Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian 
merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam 
menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam  
mendamaikan  para  pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu  
sengketa, sebab mendamaikan  itu tidak terdapat siapa yang kalah dan 
siapa yang menang, dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan 
kerukunan.
6
 
Dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian 
dilakukan oleh suami atau istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh 
pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya 
perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai 
untuk memikirkan segala mudaratnya, sedangkan pihak suami dan pihak 
istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah 
keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Jika 
perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh 
pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, rumah tangga akan lebih 
                                                             
6
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan 
Agama, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151. 
 
 
 
mudarat jika dilanjutkan dan perceraian pun akan diputuskan.
7
 
Untuk mengurangi tingkat perceraian dalam masyarakat, mediator 
harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan, pembinaan dan 
memberikan solusi kepada pasangan suami istri yang hendak bercerai. 
Hal ini diperlukan untuk menghindari dan mengurangi permohonan 
kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama. Dalam perkara 
perceraian, asas mendamaikan para  pihak  adalah bersifat imperatif. 
Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh 
hukum kepada para hakim  dalam  setiap  memeriksa, mengadili, dan 
memutuskan perkara perceraian.
8
 
Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi.  
Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang 
ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani 
sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin 
dan mengendalikan  pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi 
dan menuntut para pihak mencapai kesepakatan merupakan peran utama 
yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi 
katalisator yang mendorong  lahirnya diskusi-diskusi konstruktif di mana 
para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan 
mereka.
9
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 Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 
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8
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 Syahrizal Abbas, Mediasi “Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, 
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Namun, keberhasilan mediasi tidak hanya dapat terwujud dari 
peran mediator saja, melainkan juga dari para pihak yang bersengketa. 
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama 
Pasal 82 menyebutkan: 
1. Pada sidang pertama gugatan perceraian, hakim berusaha 
mendamaikan kedua belah pihak. 
2. Suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu 
pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datang 
menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara 
khusus dikuasakan untuk itu. 
3. Apabila kedua pihak bertempat tinggal diluar negeri, maka 
penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara 
pribadi.  
4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
10
 
Dengan demikian, dalam persidangan pertama hakim dapat 
berusaha untuk mengupayakan perdamaian pada setiap sidang 
pemeriksaan pada semua tingkat peradilan. 
Di Kabupaten Sragen, alasan pengajuan perceraian di Pengadilan 
Agama di latar belakangi  oleh faktor ekonomi, bukan seluruhnya tapi 
sebagian besar pengajuan perceraian itu disebabkan oleh faktor tersebut. 
Kebanyakan yang mengajukan perceraian adalah buruh, walaupun ada 
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 Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam 
Lingkungan Peradilan, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah), hlm. 206. 
 
 
 
PNS, tapi sangat sedikit. Selain faktor tersebut, ada pula fakor lainnya, 
seperti pengaruh kemajuan teknologi, suami atau istri tidak lagi setia 
kepada pasangannya.
11
  
Setelah adanya Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan, Pengadilan Agama Sragen telah menerapkan Perma 
tersebut meskipun belum sepenuhnya. Menurut Harrist  selaku hakim 
dan mediator di Pengadilan Agama Sragen, Perma No. 1 Tahun 2016 
belum bisa diterapkan sepenuhnya di Pengadilan Agama Sragen karena 
beberapa hal, contohnya adalah perihal mediator bersertifikat. Di 
Pengadilan Agama Sragen, mediator yang mempunyai sertifikat hanya 
satu orang saja. Dengan demikian, hakim yang lain harus merangkap 
sebagai mediator berdasarkan pada ketetapan ketua Pengadilan Agama 
Sragen. Sebenarnya, hakim maupun hakim mediator  juga telah berupaya 
untuk mendamaikan para pihak yang berperkara untuk berdamai, dengan 
mempertimbangkan dari beberapa faktor seperti kepentingan anak. 
Namun, semuanya tergantung dari para pihak yang berperkara. 
Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sragen relatif rendah jika 
dibandingkan dengan angka kegagalannya, namun ada juga yang 
mencapai sepakat untuk damai, walaupun hanya beberapa dan 
kesepakatan damai dilakukan di luar persidangan mediasi di Pengadilan. 
Kebanyakan mereka yang berdamai mencabut gugatan yang telah 
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 Tri Rahayu,  “Kasus Perceraian masih diklaim Tertinggi di Sragen”, Jatengpos, 
21 Juli 2108. 
 
 
 
disampaikan.
12
  
Di Pengadilan Agama Sragen sebagian besar perkara ditangani oleh 
kuasa hukum, khususnya perkara perceraian. Bahkan menurutnya, 
presentase perkara yang ditangani oleh kuasa hukum ini tertinggi di 
antara Pengadilan Agama se-eks karesidenan Surakarta.
13
 Dari sekian 
banyak kasus yang masuk di Pengadilan Agama Sragen, gugatan paling 
dominan dilakukan oleh istri.  
Skripsi ini akan memfokuskan upaya yang telah dilakukan oleh 
hakim mediator dalam perkara, efektifitas mediasi hakim mediator dalam 
mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sragen dan faktor yang 
melatarbelakangi rendahnya keberhasilan mediasi. Pada tahun 2017 
sebanyak 2341 putusan perceraian. Jumlah mediasi yang berhasil di 
tahun 2017 sebanyak 0 perkara.
14
  
Rendahnya keberhasilan mediasi ini memberikan ketertarikan 
penulis untuk melakukan penelitian tentang “Upaya Hakim Mediator 
dalam Mediasi Kasus  Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten 
Sragen”. 
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 Muhammad Harris, Hakim Pengadilan Agama Sragen, Wawancara Pribadi, 25 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana upaya yang telah dilakukan hakim mediator dalam proses 
mediasi perkara perceraian di tinjau dari Perma No 1 Tahun 2016 di 
Pengadilan Agama Sragen? 
2. Bagaimana efektifitas mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama 
Sragen?  
3. Apakah faktor yang melatarbelakangi rendahnya keberhasilan mediasi 
di Pengadilan Agama Sragen? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui upaya yang telah dilakukan hakim mediator dalam proses 
mediasi perkara perceraian di tinjau dari Perma No 1 Tahun 2016 di 
Pengadilan Agama Sragen 
2. Untuk Mengetahui efektifitas mediasi kasus perceraian di Pengadilan 
Agama Sragen. 
3. Mengetahui Apakah faktor yang melatarbelakangi rendahnya 
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sragen  
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu: 
1. Secara teoritis 
Adanya penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 
pengetahuan mengenai tugas dan fungsi mediator menurut perundang-
 
 
 
undangan yang berlaku secara umum. Secara khusus memberikan 
pengetahuan mengenai tugas dan fungsi mediator Pengadilan Agama 
dalam memberikan solusi untuk kasus perceraian di Pengadilan Agama 
Kabupaten Sragen. 
2. Secara praktis 
Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, umumnya kepada 
seluruh masyarakat Kabupaten Sragen tentang bagaimana strategi 
mediator untuk mempersulit adanya perceraian di Pengadilan Agama 
Sragen.  
E. Kerangka Teori 
1. Mediasi 
Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian 
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 
para pihak dibantu oleh mediator.” Seseorang yang mempunyai 
keinginan untuk bercerai di pengadilan, harus memperhatikan 
beberapa hal. Pengadilan agama mempunyai kewajiban untuk 
mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Berhasil tidaknya 
mediasi sangat dipengaruhi oleh solusi dan strategi yang ditempuh 
oleh mediator itu sendiri. Pada pengadilan agama, jalan perdamaian 
yang ditempuh sering dikenal dengan mediasi, berarti penyelesaian 
sengketa melalui proses perundingan di bantu oleh mediator.
15
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 Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
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2. Mediator 
Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat 
mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa 
tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 
penyelesaian.
16
. di dalam Perma No.1 Tahun 2016 terdapat perubahan 
yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi 
mediator, antara lain adalah:
17
 
a.   Hakim mediator (Pasal 1 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016). Selain 
mediator hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dalam 
kalangan pegawai pengadilan yang meliputi yaitu 
b. Panitera (Pasal 1 ayat 13 Perma No.1 Tahun 2016). 
c.   Sekretaris (Pasal 1 ayat 13 Perma No.1 Tahun 2016). 
d. Panitera pengganti (Pasal 1 ayat 13 Perma No.1 Tahun 2016). 
e.   Juru sita (Pasal 1 ayat 13 Perma No.1 Tahun 2016). 
f.    Juru sita pengganti (Pasal 1 ayat 13 Perma No.1 Tahun 2016). 
g. Calon hakim (Pasal 1 ayat 13 Perma No.1 Tahun 2016). 
h. Pegawai lainnya. 
Dalam hal apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat 
keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan 
bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian seorang 
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 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahu 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
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 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 
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hakim sebagai mediator. Atau dengan kata lain, dalam hal darurat, 
yaitu keterbatasan atau ketiadaan jumlah mediator, maka ketua 
pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator (Pasal 
13 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016).
18
 
3. Perceraian 
Perceraian ialah penghapusan perkawainan dengan putusan hakim, 
atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian biasa 
disebut “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai 
gugat”. Cerai talak perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami 
kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama 
islam (Pasal 14 PP No. 9/1975). Cerai gugat adalah perceraian yang 
dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut 
agama islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang 
melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan 
itu selain agama Islam (penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). 
Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang 
Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9).
19
 
Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-undang 
perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu 
a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak. 
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 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 
2009), hlm.227. 
 
 
 
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 
suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. 
c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam 
peraturan perundangan tersendiri. 
Putusan perceraian harus didaftarkan pada Pegawai Pencatatan 
Sipil di tempat perkawinan itu telah dilangsungkan. Mengenai 
perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran itu harus 
dilakukan pada Pegawai Pencatatn Sipil di Jakarta. Pendaftaran harus 
dilakukan dalam waktu enam bulan setelah hari tanggal putusan 
hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang ditentukan oleh undang-
undang dilalaikan, putusan perceraian kehilangan kekuatannya, yang 
berarti, menurut undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung. 
Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan mufakat 
saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-
alasan ini ada empat macam :
20
 
a. Ditinggalkan dengan sengaja. 
b. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan 
melakukan suatu kejahatan. 
c. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 
B.W.).  
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Undang-undang perkawinan Pasal 19 PP 9/1975 menambah dua 
alasan, yaitu : 
a. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 
b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran 
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
Lebih lengkapnya, alasan-alasan ini tercakup lebih rinci dalam ayat 2 
Undang-undang Perkawinan pasal 39 dalam PP pada pasal 19 : 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya. 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 
f. Antara suami dan isteri terus-menerusterjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah 
tangga. 
 
 
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah 
yang ada, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas 
mengenai tema yang penyusun angkat. Untuk mempermudah proses 
pelaksanaan penelitian, penulis akan menjadikan beberapa hasil penelitian 
yang telah di lakukan sebagai acuan bagi penulis, agar penelitian yang 
akan penulis lakukan menjadi lebih baik dan dapat di pertanggung 
jawabkan. Tinjauan pustaka tersebut antara lain: 
Skripsi Annisa Noer Fadhillah yang berjudul “Peranan Lembaga 
mediasi dalam Mencegah Terjadinya Perkara Perceraian”21 Skripsi ini 
memaparkan upaya lembaga mediasi di Pengadilan Agama Surakarta dan 
faktor-faktor yang melatar belakangi keberhasilam mediasi. 
Skripsi Ahmad Aziz Nurrudin yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi 
dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.22 Skrispi 
ini memaparkan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 
Boyolali dan faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali. 
Skripsi M. Rizal Abdul Majid yang berjudul “Efektifitas Mediasi di 
Pengadilan Agama Surakarta dalam Menyelesaikan Perkara Cerai 
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Agama Islam Surakarta(2013). 
22
 Aziz Nurrudin Ahmad “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian 
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Mediasi di Pengadilan”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam 
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Gugat”.23 Skripsi ini memaparkan upaya mediasi dan Efektifitas Mediasi 
di Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara cerai gugat. 
Skripsi Ari Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. yang berjudul ”Kendala yang Dihadapi Hakim Pengadilan 
Agama dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama 
Sragen”.24 Skripsi ini memaparkan tentang pelaksanaan mediasi dan 
kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim sebagai mediator di Pengadilan 
Agama Sragen. 
Skripsi skripsi Ahmad Jawahir dengan judul ”Ketidakberhasilan 
Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian” (Studi di 
Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2007).
25
 penelitian ini 
menfokuskan pada faktor-faktor ketidak berhasilan usaha hakim dalam 
mendamaikan para pihak. 
Namun, yang menjadi fokus penelitian ini adalah upaya yang telah 
dilakukan oleh hakim mediator dalam mediasi perkara perceraian di 
Pengadilan Agama Sragen tahun 2017, efektifitas mediasi kasus perceraian 
serta faktor yang mempengaruhi rendahnya keberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2017. Peneliti memilih tahun 2017 
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karena kasus perceraian yang diputus tahun 2017 lebih banyak 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian 
yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 
prosedur analisis statistik atau cara kualifikai lainnya.
26
  
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
dengan desain penelitian lapangan yaitu peneliti mencari data primer 
berupa wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Agama 
Sragen dan beberapa pihak yang telah melakukan mediasi di 
Pengadilan Agama Sragen. 
2. Sumber Data  
Sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat 
diperoleh.
27
  Ada dua macam sumber data yang digunakan, yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek 
yang yang di teliti. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh 
dari Pengadilan Agama Kabupaten Sragen. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sehingga 
peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan 
sebagai pendukung data primer.
28
 Data sekunder ini diperoleh dari 
dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten 
Sragen dan buku yang relevan dengan penelitian ini berupa arsip 
tentang laporan pelaksanaan mediasi, perundang-undangan dan arsip 
mengenai perceraian  
3. Lokasi dan Waktu Penelitian  
 Penelitian ini merupakan studi terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 
tentang mediasi di pengadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama 
Sragen. Pengambilan dan Pengolahan data dari bulan Oktober sampai 
bulan Februari. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti 
menggunakan teknik dan alat pengumpul data sebagai berikut: 
a. Interview atau wawancara 
Penulis menggunakan teknik ini karena teknik interview 
sebagai teknik tanya jawab secara lisan yang berpedoman pada 
daftar pertanyaan terbuka. Dengan demikian, dapat diperoleh dari 
jawaban responden sedalam-dalamnya tanpa ada unsur 
keterpaksaan. Untuk memperoleh informasi serta data secara tepat 
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dan akurat, maka informan dalam penelitian adalah hakim mediator 
Pengadilan Agama Sragen yang berlaku sebagai pihak yang 
melakukan upaya mediasi di dalam lingkungan pengadilan dan 
para pihak yang telah di mediasi di Pengadilan Agama Sragen. 
b. Metode Dokumentasi 
Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari 
dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
berita acara mediasi.
29
 Teknik ini penulis gunakan untuk 
melengkapi data yang penulis butuhkan, yaitu dengan melihat 
dokumen dan arsip-arsip yang ada di Pengadilan Agama 
Kabupaten Sragen. 
5. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul selanjutnya adalah menganalisis data. 
Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode 
deskriptif yang berarti menggambarkan sifat atau keadaan yang di 
jadikan obyek penelitian dengan menggunakan pendekatan 
normative. 
Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan 
sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-
peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, 
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teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.
30
 
Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk 
menganalisis permasalahan yang ada. Dari Data yang telah 
terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan 
abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses, dan 
pernyataan-pernyataan yang perlu. 
b. Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasi 
pokok-pokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian 
dan menyajikannya secara deskriptif. 
c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna 
pada hasil penelitian dengan cara menghubungkannya dengan 
teori. 
d. Mengambil kesimpulan. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan digambarkan 
secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi Pengadilan Agama 
Sragen tentang upaya yang telah dilaksanakan hakim mediator 
dalam mediasi kasus perceraian pada tahun 2017. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan  mendapat  hasil 
penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika 
pembahasan sebagai berikut : 
Bab Pertama: Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar 
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, 
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab Kedua: Memaparkan landasan teori tentang mediasi, teori yang 
mencakup tentang mediator, teori tentang perceraian dan teori efektifitas 
hukum. 
Bab Ketiga: Membahas tentang sejarah, struktur, visi dan misi, dan 
upaya yang telah dilaksanakan hakim mediator di Pengadilan Agama 
Sragen, serta faktor yang mempengaruhi perceraian di Sragen 
Bab Keempat: Menganalisis tentang pelaksanaan mediasi kasus 
perceraian di Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2017, efektifitas 
mediasi kasus perceraian di pengadilan Agama Sragen dan faktor yang 
melatarbelakangi rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 
Sragen pada tahun 2017 
Bab Kelima: Berisi penutup yang memuat kesimpulan dari hasil 
penelitian dan saran-saran. 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian Mediasi  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti 
sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 
perselisihan sebagai penasihat.
31
 Pengertian mediasi yang diberikan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, 
mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang 
terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam 
penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak 
yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa 
tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-
apa dalam pengambilan keputusan.Mediasi adalah penyelesaian sengketa 
melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator 
(Pasal 1 butir 6).
32
 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki 
Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam 
Proses Perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 
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penyelesaian.
33
 
Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 
Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan 
oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada 
satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai 
kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan 
alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan 
terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian 
sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika 
para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para 
pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (deadlock) dalam 
penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai 
pihak ketiga. Yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh 
karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat 
memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa 
mereka.
34
  
Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari 
keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu 
mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu para pihak 
yang bersengketa, mediator bersifat imparsial atau tidak memihak. 
Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan 
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menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan 
kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya 
menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa ke/gagalan.
35
 
B. Asas Umum dalam Mediasi 
Dalam menjalankan proses mediasi tentu ada asas-asas yang menjadi 
prinsip dasar dalam menjalankan mediasi. Dalam PERMA No 1 Tahun 
2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada Pasal 35 menyatakan 
bahwa mediasi terpisah dengan proses litigasi, artinya proses mediasi 
belum termasuk pada substansi persidangan, karena pada dasarnya hakim 
yang menjadi mediator adalah berbeda dengan hakim pemeriksa perkara 
namun kewenangannya sudah menjadi kewenangan pengadilan. untuk 
mengetahui bahwa ciri khas mediasi maka dalam PERMA No 1 Tahun 
2016 menyatakan bahwa: 
1. Mediasi pada umumnya bersifat tertutup, pada Pasal 5 ayat 1 kecuali 
para pihak menghendaki lain. 
2. Itikad baik para pihak. Pada Pasal 5 ayat 2 perma ini itikad baik para 
pihak juga menjadi pertimbangan para pihak untuk bisa melanjutkan 
proses mediasi atau mengakhiri proses mediasi dengan menolak 
gugatan dikarenakan para para pihak tidak beritikad baik
36
. 
3. Mediasi bersifat informal, artinya tidak serta merta mediasi harus 
dilaksanakan di ruang mediasi namun bisa dilaksanakan diluar ruang 
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sidang sesuai kesepakatan
37
 agar terciptanya kenyamanan sehingga 
menimbulkan komunikasi yang baik antar kedua belah pihak. Hal 
tersebut bisa dilakukan oleh seorang mediator non hakim. Untuk 
mediator yang menjadi hakim pengadilan atau pegawai pengadilan 
dilarang untuk melakukan mediasi di luar ruang mediasi
38
. 
4. Mediasai bersifat wajib. Kecuali dalam sengketa yang diselesaikan 
melalui peradilan niaga, hubungan indutrial, keberatan atas putusan 
badan penyelenggaraan konsumen dan lain sebagainya
39
. 
5. Biaya ringan. Dalam menjalankan mediasi yang menggunakan jasa 
mediator maka biaya yang digunakan hanya biaya pemanggilan para 
pihak, namun apabila menggunakan jasa mediator non hakim atau 
pegawai pengadialan biaya tergantung saat proses mediasi berlangsung. 
6. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksaan mediasi sangat singkat yaitu 
selama 30 hari. 
7. Kesepakatan damai merupakan akhir proses mediasi, artinya apabila 
pihak sepakat untuk damai maka gugatan dicabut dan dituangkan dalam 
bentuk akta perdamaian. 
8. Mediasi menggunakan pola komunikasi, jadi antara kedua belah pihak 
berdialog aktif dengan dipimpin oleh mediator. 
9. Hasil mediasi bersifat win-win solution, tidak menang atau kalah harus 
bisa menerima kesepakatan yang telah dibuat. 
10. Perdamaian sukarela, dalam PERMA No 1 Tahun 2016, hakim 
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pemeriksa perkara tetap membuka peluang para pihak untuk berdamai 
sebelum membacakan putusan, apabila sesaat sebleum dibacakan 
putusan keduabelah pihak ingin berdamai maka hakim pemeriksa 
perkara menunjuk hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi 
mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.  
C. Peran dan Fungsi Mediator 
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian 
sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap 
pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, 
melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, 
menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak 
merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator 
terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan 
berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap 
berada ditangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah 
membantu mencari jalan keluar,  agar para pihak bersedia duduk bersama 
menyelesaikan sengketa yang mereka alami.
40
 
Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. 
Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang 
ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah 
pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan 
mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan 
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menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama 
yang harus dimainkan oleh mediator.
41
 Mediator juga harus memenuhi 
persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat 
berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, 
yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kemampuan 
personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan 
membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap 
empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap 
sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, 
walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sisi eksternal 
berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan 
permasalahan yang dipersengketakan oleh meraka. Persyaratan tersebut 
adalah sebagai berikut:
42
 
1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak. 
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai 
dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. 
3. Tidak memilki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang 
bersengketa. 
4. Tidak memmpunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain 
terhadap kesepakatan para pihak. 
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap  proses perundingan maupun 
hasilnya. 
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 Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah dan kuat. Sisi peran 
terlemah adalah apabila mediator menjalankan pera sebagai berikut: 
1. Penyelenggara pertemuan. 
2. Pemimpin diskusi rapat. 
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses 
perundingan berlangsung secara baik. 
4. Pengendali emosi para pihak. 
5. Pendorong pihak atau perundingan yang kurang mampu atau segan 
mengemukakan pendapatnya.
43
 
  Adapun sisi peran kuat mediator adalah apabila dalam perundingan 
mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan. 
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak. 
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa setiap sengketa bukanlah 
sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus 
diselesaikan. 
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. 
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah. 
6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.44 
Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang 
sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai di antara para pihak. 
Selain itu, peran mediator menurut Syahrizal Abbas ialah jika adanya 
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perbedaan kekuatan dari para pihak dapat diatasi mediator melalui cara-
cara sebagai berikut:
19
 
1. Menyediakan suasana yang nyaman dan tidak mengancam. 
2. Memberikan kesempatan untuk para pihak berbicara dan pihak lain 
mendengar apa yang disampaikan. 
3. Meminimalkan perbedaan di antara para pihak dengan menciptakan 
situasi informal. 
4. Perilaku mediator yang netral dapat memberikan kenyamanan. 
5. Tidak menekan atau memaksa para pihak. 
Dalam melakukan mediasi, mediator juga mempunyai tanggung 
jawab dan kewajiban yang harus dilakukan, beberapa kewajiban mediator 
antara lain:
45
 
1. Mediator wajib memelihara dan mempertahankan 
ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap  dan tingkah laku 
terhadap para pihak yang terkait sengketa. 
2. Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk 
menghasilkan syarat-syarat penyelesaian sebuah sengketa yang dapat 
memberikan keuntungan bagi mediator. 
3. Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beritikad baik, tidak 
berpihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak 
mengorbankan kepeentingan para pihak 
Selanjutnya, kewajiban mediator adalah sebagai berikut:
46
 
                                                             
45
 Pasal 3 Keputusan Mahkamah Agung No. 108/MA/SK/VI/2016 tentang 
Pedoman Perilaku Mediator 
  
 
1. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan 
prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak. 
2. Mediator wajib memberi tahu kepada para pihak pada pertemuan 
lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan 
yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para 
pihak. 
3. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan 
lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi pengertian 
kaukus dalam proses mediasi serta peran mediator. 
4. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk 
konsultasi kepada penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk 
keluar dari proses mediasi. 
5. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau 
intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak 
untuk membuat suatu keputusan.  
6. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap 
didalam proses mediasi. 
7. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, 
setelah berakhirnya mediasi. 
Dalam membantu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan 
para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin 
ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Mediator ikut 
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memperlancar komunikasi, sehingga para pihak memperoleh pemahaman 
yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan. 
Dengan bantuan mediator, para pihak dapat membuat penilaian objektif 
terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak kearah 
negosiasi guna menemkan kesepakatan-kesepakatan yang dapat 
menyelesaikan sengketa.
47
 
Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang 
muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain: 
1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para 
pihak. 
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi 
dan menguatkan suasana yang baik. 
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan 
4. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar, 
dan, 
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan 
menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem. 
Peran ini hanya mungkin diwujudkan bila ia memiliki sejumlah 
keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, 
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pelatihan (training) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan 
konflik atau sengketa.
48
 
D. Prosedur Mediasi 
Pedoman Mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban Hakim 
Pemeriksa Perkara dalam mengupayakan Perdamaian melalui Mediasi 
antara kedua belah pihak, sehingga apabila Hakim Pemeriksa Perkara 
tidak memerintahkan atau mengupayakan damai kepada para pihak dengan 
Mediasi maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
49
  
Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA 
No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara 
umum PERMA ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang 
mediasi sebelumnya. Secara lebih luas dalam PERMA ini dibahas 
mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru 
mengenai mediasi. Urgensi mediasi dalam PERMA ini ditekankan dalam 
bentuk kewajiban baik hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak 
menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para 
pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka 
pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa 
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memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses 
mediasi. (Pasal 3 ayat (3) dan (4) Perma No. 1 Tahun 2016).
50
 
Proses mediasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan 
Tinggi atau Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk 
membantu proses mediasi adalah bukan dari mereka yang bertugas sebagai 
hakim pemeriksa perkara tersebut di tingkat pertama (Pasal 3 ayat (5) 
Perma No. 1 Tahun 2016). Hal baru yang diatur dalam perma ini antara 
lain adalah mengenai itikad baik dalam menjadi parameter penilaian bagi 
seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. 
Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad tidak baik, 
maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa 
perkara (Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016). Konsekuensi 
lanjutannya adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya 
perkara mediasi.
51
 
Mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan Hakim atau pihak lain 
yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu 
Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 
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kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus 
atau memaksakan sebuah penyelesaian.
52
 
Adapun penjelasan lebih lanjut terkait tahapan Pra-Mediasi dan 
Proses Mediasi antara lain; 
1. Tahapan Pra-Mediasi 
Pertama-tama sebelum memasuki Mediasi itu sendiri terlebih 
dahulu harus ada gugatan yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan 
Negeri yang bersangkutan. Kemudian setelah itu, terdapat penunjukan 
Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Setelah itu Ketua 
Majelis menentukan hari pertama sidang dan menyuruh Juru Sita/Juru 
Sita Pengganti melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak 
pada hari sidang yang telah ditetapkan (Pasal 121 ayat (1) HIR, 145 
ayat (1) Rbg).
53
 Berdasarkan ketentuan dalam Het Herziene Inlandsch 
Reglement atau HIR pasal 130 ayat (1) atau Rechtsreglemen voor de 
Buitengewesten Atau RBg pasal 154 ayat (1) menyatakan hakim 
diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak.
54
 
Kemudian ketentuan pengusahaan perdamaian ini, dikukuhkan 
dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) 
menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke 
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pengadilan termasuk perkara perlawanan (Verzet) atau 
putusan Verstek dan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap 
pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib 
terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, terkecuali 
pada sengketa-sengketa sebagai berikut; sengketa yang 
pemeriksaannya memiliki tenggang waktu penyelesaian; sengketa 
yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau 
tergugat yang telah secara patut dipanggil; gugatan balik (Rekonvensi) 
dan masuknya pihak ketiga dalam perkara (Intervensi); sengketa 
mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan 
perkawinan; dan sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah 
diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui Mediasi dengan 
bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat 
tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang 
ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator yang bersangkutan.
55
 
Pada sidang pertama ini juga dijelaskan juga mengenai prosedur 
Mediasi seperti antara lain; Pengertian dan Manfaat Mediasi; 
Kewajiban para pihak untuk menghadiri dan beritikad baik dalam 
Proses Mediasi; tindak lanjut Kesepakatan Perdamaian; Penandatangan 
Formulir Penjelasan Mediasi.
56
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Di dalam mediasi kehadiran para pihak dapat diwakili oleh 
kuasanya atas dasar Surat Kuasa Khusus, tetapi apabila mediator ingin 
melakukan kaukus maka para pihak harus secara langsung dan tidak 
boleh diwakilkan, yang mana kaukus merupakan pertemuan mediator 
dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.
57
 Setelah 
penuturan tentang kewajiban pelaksanaan mediasi para pihak, maka 
para pihak berhak memilih mediator. Adapun mediator yang dipilih 
para pihak harus tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan 
setempat. Mediator dapat berjumlah lebih dari satu orang, yang 
pembagian tugasnya ditentukan dengan kesepakatan antar mediator. 
Jika para pihak lebih memilih mediator di luar pengadilan maka biaya-
biaya yang muncul atas itu akan dibebankan kepada para pihak 
berdasarkan kesepakatan. Apabia dalam waktu 2 (dua) hari para pihak 
belum dapat menentukan mediator, maka hakim pemeriksa perkara 
akan memilih mediator hakim atau pegawai pengadilan yang 
bersertifikat atau dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri. Setelah 
pemilihan mediator, maka majelis hakim pemeriksa perkara 
menerbitkan penetapan perintah untuk mediasi dan menunjuk mediator 
yang bersangkutan, dengan penetapan tersebut maka proses 
persidangan ditunda dan menunggu proses Mediasi.
58
  
Setelah penunjukan mediator, maka mediator menentukan hari 
dan tanggal pertemuan mediasi. Pemanggilan para pihak dilakukan 
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oleh Juru Sita atas perintah hakim secara demi hukum tanpa perlu 
dibuat surat kuasa. Terkait biaya pemanggilan mediasi terlebih dahulu 
dibebankan kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara. 
Dalam melakukan pemanggilan sebagaimana disebutkan di atas, dapat 
dilakukan tanpa dibuat secara khusus surat kuasa, sehingga tanpa 
adanya instrumen dari hakim pemeriksa perkara, juru sita wajib 
melaksanakan perintah mediator hakim maupun mediator non-hakim 
untuk melakukan panggilan kepada para pihak.
59
 
2. Tahapan Proses  
Mediasi merupakan tahapan yang bersifat informal dalam arti tidak 
secara berurutan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 
Tahun 2016, namun ada beberapa tahapan yang secara kebiasaan 
dilakukan. Pada pertemuan pertama Mediasi para pihak dijelaskan 
kembali terkait ketentuan-ketentuan Mediasi dan juga disepakati aturan 
Mediasi oleh para pihak hal ini terkait pertemuan-pertemuan Mediasi 
berikutnya atau persiapan jadwal pertemuan Mediasi. Kesepakatan 
para pihak dan mediator ini tidak diatur secara berurutan di dalam 
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun ada 
beberapa hal yang diatur di dalam PERMA, antara lain; 
Pada Pasal 24, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 yakni dalam waktu 
paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan Mediator maka para Pihak  
dapat menyerahkan Resume Perkara kepada Mediator dan Pihak lain. 
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Resume Perkara ini berisikan mengenai duduknya perkara dan apa 
penyelesaian atau upaya perdamaian yang dicari. Menanggapi Resume 
Perkara yang diajukan para pihak, Mediator berusaha mencari jalan 
titik temu antara keinginan para pihak. Penyerahan Resume Perkara 
dimaksud bertujuan agar para pihak dan mediator dapat memahami 
sengketa yang akan di Mediasi, hal ini akan membantu kelancaran 
Proses Mediasi.
60
 
Dalam pelaksanaan mediasi supaya bisa didapatkan pendapat 
dari pihak luar yang dipercaya oleh disputans, maka seorang mediator 
di perbolehkan untuk menghadirkan ahli atau tokoh masyarakat, tokoh 
agama, dan/atau btokoh adat. Mediator harus memikirkan mengenai 
urgensi ahli atau tokoh masyarakat yang aakan dihadirkan dalam 
mediasi. Harus ada keterkaitan dari kompetensi ahli atau tokoh 
masyarakat dengan karakter sengketa dalam mediasi.
61
 Tokoh 
masyarakat yang dimaksud antara lain tokoh masyarkat, tokoh agama 
atau tokoh adat. Kekuatan mengikatnya pendapat ahli dan tokoh 
masyarakat ini sesuai dengan kesepakatan para pihak mau atau tidak 
terikat dalam pendapat ini. Terkait biaya-biaya yang ditimbulkan dari 
penggunaan ahli dibebankan atas kesepakatan para pihak. Setelah 
penyampaian usulan pemecahan masalah maka dapat terjadi beberapa 
kemungkinan kesepakatan, antara lain; para pihak sepakat untuk 
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damai; para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian untuk 
sebagian pihak atau perdamaian sebagaian; ataupun para pihak tidak 
dapat mencari titik temu kesepakatan perdamaian. 
Apabila para pihak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, 
menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 
Tahun 2016 maka para pihak dengan bantuan Mediator wajib 
merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan 
Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. 
Kesepakatan Perdamaian merupakan dokumen yang memuat syarat-
syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang 
merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan Mediator. 
Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diajukan kepada 
Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan menjadi Akta Perdamaian. 
Hakim Pemeriksa perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari 
harus segera mempelajari dan meneliti kesepakatan. Setelah itu apabila 
sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, 
maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Hakim Pemeriksa Perkara 
menerbitkan penetapan hari sidang pembacaan Akta Perdamaian.
62
 
Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan 
perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan 
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perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa 
maupun luar biasa. Keberadaan Akta Perdamaian ini sebagai penguat 
dari Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak, yang mana Akta 
Perdamaian ini memiliki kekuatan Eksekutorial layaknya Putusan 
Pengadilan.
63
 
Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam 
Mediasi setelah mencapai batas waktu 30 hari atau beserta 
perpanjangannya, terdapat salah satu pihak yang tidak beritikad baik 
dalam  pelaksanaan medasi maka Mediator wajib menyatakan Mediasi 
gagal dan memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. 
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan berserta 
melakukan pemberitahuan tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara 
dalam hal antara lain; melibatkan aset, harta kekayaan atau 
kepentingan yang nyata-nyata milik pihak lain tetapi tidak disertakan 
dalam gugatan; melibatkan wewenang lembaga atau instansi yang 
tidak menjadi pihak berperkara. Setelah hal tersebut, maka Hakim 
Pemeriksa Perkara dapat segera menerbitkan penetapan untuk 
melanjutkan Sidang Pemeriksaan Perkara sesuai ketentuan Hukum 
Acara yang berlaku.
64
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E. Perdamaian dalam Perkara Perceraian. 
Dalam hal sengketa perceraian karena alasan percekcokan dan 
pertengkaran secara terus-menerus, peranan hakim sangat diharapkan 
untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran 
itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh hakim, maka dengan mudah para 
hakim tersebut mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih itu 
untuk berdamai dan rukun kembali seperti sediakala. Sehubungan dengan 
ini, para hakim harus terpanggil hati nuraninya secara optimal untuk 
mengusahakan perdamaian, tidak hanya terjebak pada usaha mencari fakta 
kualitas perselisihan itu sendiri sendiri ia tidak mengetahui faktor apa yang 
melatarbelakangi pertengkaran itu. Apalagi kalau para hakim dalam 
mengusahakan perdamaian itu dilakukan hanya sepintas lalu saja yang 
hanya memakan waktu beberapa menit, sudah barang tentu upaya 
perdamaian yang demikian itu tidak akan mendatangkan hasil yang 
bermanfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa.
65
  
Khusus dalam sengketa perkara peceraian, asas mendamaikan para 
pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah 
beban yang diwajibkan kepada para hakim dalam setiap memeriksa, 
mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya 
mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan 
pertengkaran secara terus menerus haruslah di lakukan oleh hakim secara 
optimal. Sebagaimana dalam hal perceraian karena alasan percecokan dan 
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pertengkaran secara terus-menerus. Apa yang dilakukan itu merupakan 
kewajiban moral saja, bukan kewajiban hukum, sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Pasal 31 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam pasal-pasal 
tersebut hanya dicantumkan “dapat” yaitu usaha mendamaikan dapat 
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
66
 
Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka setiap perkara 
perceraian atas alasan perselisihan secara terus menerus yang diperiksa 
oleh hakim dan hakim tersebut belum mengadakan usaha perdamaian 
secara optimal, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara 
tersebut adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Hal ini 
dikarenakan hakim belum memenuhi tata tertib beracara dan tidak 
memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
upaya hakim melakasanakan upaya perdamaian secara optimal, maka 
hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain atau lembaga lain yang 
dianggap perlu. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya, dimana 
dikemukakan bahwa selama perkara belum diputus usaha perdamaian para 
pihak yang berperkara dapat dilakukan pada tiap sidang pemeriksaan. 
Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa yang 
dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua 
belah pihak dengan menyerahkan, menjajikan atau menahan suatu barang, 
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mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah 
timbulnya suatu perkara. Persetujuan perdamaian tidak sah melainkan 
harus dibuat secara tertulis. Kemudian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 
R. Bg, dikemukakan bahwa jika pada hari persidangan, maka Ketua Majlis 
Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. 
Jika dapat dicapai perdamaian maka pada hari persidangan itu juga 
dibuat putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati 
persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di 
awal sidang itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan 
eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai 
hukum tetap. Terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan 
banding ke pengadilan tingkat banding. 
67
 
F. Efektifitas  
Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh 
Soejono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) 
faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak 
positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor 
pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang yang 
dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 Tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak 
hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan 
Agama Jombang. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang 
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mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas 
tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan 
lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana 
hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor 
kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 
hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 
abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang 
dianggap buruk sehingga tidak ditaati.
68
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA 
SRAGEN 
A. Profil Pengadilan Agama Sragen 
1. Sejarah Berdirinya 
Pengadilan Agama Sragen sebagai Lembaga Peradilan Agama 
Secara formal baru terbentuk pada tahun 1892 dengan pimpinannya 
yang pertama bernama R. Hasan Zaenal Musthofa. Sebelum itu pernah 
dikenal semenjak tahun 1870 di Sragen, Badan Peradilan Agama yang 
bernaung di bawah Kesultanan Kasunanan Surakarta yang susunan 
serta jalannya peradilan di atur dan ditentukan oleh Sultan Kasunanan 
Surakarta yang bertindak selaku waliyul 'amri yang melimpahkan 
Tauliyah atau wewenang kepada seorang Ulama sebagai Imam 
(Hakim) untuk di daerah Sragen. Pada periode ini sudah barang tentu 
Badan Peradilan Agama yang diatur oleh Sultan Kasunanan Surakarta 
terbatas kekuasaannya, hanya dalam daerah Surakarta saja. Di luar 
daerah Surakarta sudah barang tentu ada Badan Peradilan Agama lain 
yang berbeda dengan Badan Peradilan Agama di bawah Kasunanan 
Surakarta tersebut. Sebelum tahun 1870 pernah juga dikenal di daerah 
Sragen bentuk peradilan yang sangat sederhana yang umumnya disebut 
"tahkim" yaitu masa permulaan Islam memasuki  daerah Sragen.
69
 
2. Wilayah Yurisdiksi 
a. Secara Astronomis 
Pengadilan Agama Sragen berada di wilayah Kabupaten Sragen 
merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Secara 
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Astronomis Kabupaten Sragen terletak pada : 7 º 15‟ LS - 7 º 30‟ LS 
dan 110 º 45 BT - 111 º 10 BT.
70
 
b. Secara Geografis 
Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah 
dan Jawa Timur. Batas batas wilayah Kabupaten Sragen: 
Disebelah Barat : Kabupaten Boyolali 
Disebelah Timur : Kabupaten Ngawi ( Jawa Timur )  
Disebelah Utara : Kabupaten Grobogan 
Disebelah Selatan   : Kabupetan Karanganyar 
Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km2 yang 
terbagi dalam 20 kecamatan, 208 desa/kelurahan, dan secara fisiologis, 
wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas: 
(-) 40.037,93 Ha(42,52%) Lahan basah (sawah) 
(-) 54.117,88 Ha(57,48%) Lahan kering 
Jumlah penduduk  Sragen  menurut hasil  sensus tahun 2017 
sebanyak 986.708 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 492.974 jiwa dan 
perempuan 493.734 jiwa.
71
 Sedangkan secara topografi, wilayah 
Kabupaten Sragen terbagi menjadi:  
 Luas Wilayah : 94.155 Ha 
   Luas Sawah : 40.129 Ha  
Tanah Kering : 54.026 Ha 
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Wilayah Kabupaten Sragen menurut letak Geografisnya terbagi 
menjadi 2 bagian yaitu : 
Sebelah selatan Bengawan Solo : 
Luas Wilayah : 32.760 ha (34,79 %) 
Tanah Sawah : 22.027 ha (54,85 %) 
Terdiri dari : 9 Kec. 88 Desa & Kelurahan 
Sebelah utara Bengawan Solo : 
Luas Wilayah : 61.395 ha (65,21 %) 
Tanah Sawah : 18.102 ha (45,15 %) 
Terdiri dari : 11 Kec. 120 Desa 
Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di pulau Jawa, 
Indonesia dengan mata air dari daerah Wonogiri dan bermuara di 
daerah Bojonegoro. Sungai ini panjangnya sekitar 548,53 km dan 
mengaliri dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kabupaten 
yang dilalui adalah Wonogiri, Pacitan, Sragen, Klaten, Solo, Sragen, 
Ngawi, Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Sragen 
berada di lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir 
ke arah timur.
72
 
Sragen sebelah utara berupa perbukitan, bagian dari sistem 
Pegunungan Kendeng .Sedangkan di selatan berupa pegunungan, 
lereng dari Gunung Lawu Sragen terletak di jalur utama Solo-
Surabaya. Kabupaten ini merupakan gerbang utama sebelah timur 
Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan langsung dengan Provinsi 
Jawa Timur. Sragen juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau 
Jawa (Surabaya-Yogyakarta-Jakarta) dengan stasiun terbesarnya 
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Sragen, serta lintas Semarang-Solo dengan stasiun terbesarnya 
Gemolong.
73
 
c. Visi dan Misi 
Bermula dari lahirnya Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 
sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan 
Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
semakin kuat. Oleh karena itu, menjadi tuntutan institusi bahwa 
pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur Peradilan Agama 
harus lebih diintensifkan. Berangkat dari landasan yuridis tersebut, 
Peradilan Agama Sragen sebagai salah satu badan pelaksana 
kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum 
kepada masyarakat pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya 
ringan. Pengadilan Agama Sragen sebagai salah satu pelaksana 
kekuasaan kehakiman, mempunyai Visi sebagai berikut : 
“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di 
Lingkungan Pengadilan Agama Sragen” 
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan 
sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan 
terwujud dengan baik. 
Misi Pengadilan Agama Sragen, adalah sebagai berikut : 
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 
transparansi. 
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam 
rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan 
efisien. 
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4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang 
efektif dan efisien. 
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 
Upaya mewujudkan visi dan misi tersebut bukan suatu 
pekerjaan mudah, diperlukan suatu penelaahan mendalam atas segala 
permasalahan yang ada serta penetapan rencana dan strategi yang 
tepat dan komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. 
Dalam rangka itulah Pengadilan Agama Sragen menyusun laporan 
pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan agar laporan 
ini dapat menjadi bahan kajian, evaluasi dan proyeksi ke depan 
sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari 
keadilan di Kabupaten Sragen, karena seiring dengan semakin 
berkembangnya arus informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat 
terhadap pelayanan Pengadilan Agama Sragen dan jajarannya semakin 
meningkat.
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B. Kompetensi Pengadilan Agama Sragen dan Struktur Organisasi 
Hukum Acara peradilan di Indonesia mengenal dua bentuk 
kompetensi/kewenangan, yaitu kompetensi absolut (absolute competence) 
dan kompetensi relatif (relative competence). Kompetensi absolut adalah 
kewenangan Pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum 
(hukum materil). Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili 
berdasarkan wilayah atau daerah sesuai dengan domisili/tempat tinggal 
tergugat. Kompetensi relative juga sebagai pembagian kekuasaan antar 
Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum.
75
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Adapun struktur organisasi di Pengadilan Agama Sragen sebagai 
berikut
76
: 
Ketua                                : Drs, Suhardi, S.H 
Wakil Ketua                               : 
Hakim                     :  Drs. Suhardi, S.H 
- Drs. H. Hamdani, S.H 
- Drs. H. Sanwar, S.H., 
M.Hum 
- Drs. H. Mohamad Chabib 
- Dra. H. Achmad Baidlowi 
- Drs. Muh Mahfudz 
- Dra. Arnetis 
- Muhammad Harits, S. Ag. 
- Drs. H. Humaidi 
       
Sekretaris    : Bambang Sutiyo, S.H  
Panitia     : H. M. Sihono, S.H 
Wakil Panitera   : - 
Wakil Sekretaris   : - 
Panitera Muda Permohonan  : Hj. Eni Kustiyah, S.H. 
Panitera Muda Gugatan  : - 
Panitera Muda Hukum  : Hj. Haniek Farida, S. Ag. 
Kasubag Umum dan  Keuangan :Sri Harjanti, S.E 
Kasubag Kepegawaian,  : : Istyowati, S.E. 
 TI, Pelaporan     
Kasubag Kepegawaian,  : :Reza Syahrizal. S. Kom 
 Organasi dan Tata Laksana   
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C. Hakim Mediator Pengadilan Agama Sragen 
Adapun daftar Hakim Pengadilan Agama Sragen sebagai berikut:
77
 
  
1 Drs. Suhardi, S.H 
2 Drs. H. Hamdani, S.H 
3 Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum 
4 Drs. H. Mohamad Chabib 
5 Dra. H. Achmad Baidlowi 
6 Drs. Muh Mahfudz 
7 Dra. Arnetis 
8 Muhammad Harits, S. Ag. 
9 Drs. H. Humaidi 
 
Namun, dari beberapa nama hakim di atas yang memiliki sertifikat 
sebagai hakim mediator adalah Drs. H. Mohamad Chabib. Semua hakim 
di Pengadilan Agama Sragen merangkap sebagai hakim mediator 
karena keterbatasan jumlah hakim yang memiliki sertifikat mediator 
berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Sragen.  
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D. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2017 
1. Tabel Perkara Perceraian Pengadilan Agama Sragen Tahun 
2017
78
 
Tabel. 1 
(Perkara perceraian Pengadilan Agama Sragen Tahun 2017) 
BULAN CERAI TALAK CERAI GUGAT 
JANUARI 68 139 
FEBRUARI 70 135 
MARET 61 153 
APRIL 65 123 
MEI 57 104 
JUNI 34 69 
JULI 74 164 
AGUSTUS 101 215 
SEPTEMBER 41 110 
OKTOBER 78 157 
NOVEMBER 73 165 
DESEMBER 42 124 
   
JUMLAH 764 1658 
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2. Tabel Data Mediasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama 
Sragen Tahun 2017
79
 
Tabel 2 
(Tabel Mediasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Sragen Tahun 
2017) 
BULAN BERHASIL DAMAI TIDAK BERHASIL 
JANUARI - 23 
FEBRUARI - 31 
MARET - 32 
APRIL - 32 
MEI - 25 
JUNI - 21 
JULI - 22 
AGUSTUS - 39 
SEPTEMBER - 38 
OKTOBER  23 
NOVEMBER - 32 
DESEMBER - 16 
   
JUMLAH  334 
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3. Faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Sragen Tahun 
2017
80
 
Tabel 4 
(Tabel faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Sragen tahun 
2017) 
 Jumlah % 
Krisis Moral 0 0,00% 
Tidak Tanggungjawab 1603 72,58% 
Dihukum 0 0,00% 
Penganiayaan Berat 0 0,00% 
Kekejaman Mental 0 0,00% 
Cacat Biologis 0 0,00% 
Poligami Tidak Sehat 0 0,00% 
Cemburu 0 0,00% 
Kawin Paksa 0 0,00% 
Ekonomi 0 0,00% 
Kawin Dibawah Umur 0 0,00% 
Politis 0 0,00% 
Tidak Ada Keharmonisan 738 27,42% 
Gangguan Pihak Ketiga 0 0,00% 
JUMLAH 2341  
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BAB 1V 
ANALISIS TERHADAP UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES 
MEDIASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 
KABUPATEN SRAGEN PADA TAHUN 2017 
A. Upaya Mediasi Hakim Mediator Pengadilan Agama Sragen ditinjau 
Perma No. 1 Tahun 2016 
a. Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sragen 
1) Tahapan Mediasi 
Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agaama Sragen, 
tahapan mediasi telah sesuai dengan perundang-undangan yang 
mengatu teentang mediasi. Hakim yang memediasi yang telah di tujuk 
dapat melaksanakan mediasi sesuai jadwal yang telah di tetapkan. 
Proses mediasi dilaksanakan didalam ruangan khusus di Pengadilan 
Agama Sragen. Proses mediasi tertutup untuk umum, dan hanya boleh 
di hadiri oleh para pihak, keluarga para pihak, dan orang-orang yang di 
butuhkan selama proses mediasi sesuai kehendak hakim mediator. Di 
Pengadilan Agama Sragen, sebagian besar perkara perceraian 
ditangani oleh kuasa hukum. Bahkan menurut Harits peranan kuasa 
hukum ini tertinggi di antara pengadilan agama se eks karisidenan 
Surakarta. 
81
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Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 5. Waktu 
pelaksanaan mediasi sangat singkat yaitu selama 30 hari.
82
 Waktu 
mediasi di Pengadilan Agama Sragen ditempuh dengan waktu 30 hari, 
tapi setelah waktu yang ditentukan para pihak meminta untuk mediasi 
maka masih memungkinkan untuk di perpanjang jika dirasa 
pelaksanaan mediasi belum selesai. Majlis Hakim berhak memberikan 
waktu 14 hari kerja sejak berakhir masa 30 hari yang telah ditetapkan. 
Pada proses pertama mediasi, hakim mediator mengawali mediasi 
dengan memperkenalkan diri kepada para pihak, kemudian 
menjelaskan tugasnya sebagai mediator dan menjelaskan apa itu 
mediasi. Selanjutnya hakim mediator memberikan kesempatan para 
pihak untuk menceritakan permasalahan masing-masing, dengan 
tujuan agar mediator mendapatkan informasi tentang permasalahan 
rumah tangga para pihak. selama proses mediasi, hakim mediator 
selalu mengupayakan perdamaian dan menjelaskan apa akibat 
hukumnya jika benar-benar terjadi perceraian. 
2) Tahapan Akhir Mediasi 
Pada tahapan akhir ini, hakim mediator menyerahkan laporan 
hasil mediasi kepada ketua majlis hakim.
83
 Hasil akhir dari sebuah 
mediasi di Pengadilan Agama Sragen ada beberapa kemungkinan 
yaitu: 
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 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, Pasal 3 ayat 5. 
83
 Muhammad Haritst, Hakim  Pengadilan Agama Sragen , Wawancara Pribadi, 
16 November 2018, jam 10:00- 11:00 WIB 
 
 
 
 
a) Mediasi berhasil 
Dikatakan berhasil apabila dicapai kesepakatan antara 
kedua belah pihak. Setelah itu mediator menghadap kepada majelis 
hakim untuk memberitahukan telah terjadi kesepakatan 
perdamaian, kemudian majelis hakim membuatkan akta 
perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak dan gugatan 
perkara dicabut.Muhammad Harits mengatakan bahwa, mediasi 
yang berhasil di Pengadilan Agama Sragen relatif rendah. Namun, 
ada kalanya mediasi yang berhasil. Kebanyakan dari mereka yang 
berdamai meskipun diluar mediasi dan persidangan, mereka yang 
berdamai mencabut gugatan perkara yang diajukan kepada 
Pengadilan Agama Sragen setelah mediasi dilaksanakan.
84
 
b) Mediasi berhasil sebagian  
Dikatakan berhasil sebagian apabila dalam kasus tersebut 
dicapai kesepakatan untuk tetap bercerai, akan tetapi mereka 
sepakat damai mengenai akibat hukum. Misalnya dalam kasus 
perceraian yang juga menuntut pembagian harta bersama, mereka 
tetap sepakat bercerai dan sepakat untuk membagi harta bersama 
dengan damai, gugatan tambahan atas gono gini dianggap selesai.
85
 
c) Mediasi tidak layak  
Mediasi dikatakan tidak layak apabila kedua belah pihak 
atau salah satu pihak tidak bersedia dimediasi atau dengan kata lain 
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para pihak tidak mau menempuh proses mediasi. Oleh karena itu 
tidak ada kesepakatan damai antara keduanya.
86
 
d) Mediasi gagal 
Mediasi dikatakan gagal apabila kedua belah pihak tidak 
dapat dirukunkan kembali, dalam kata lain sudah bertekad untuk 
bercerai. Padahal mediator sudah melaksanakan mediasi 
sebagaimana mana mestinya, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
87
 
b. Mediator Hakim Pengadilan Agama Sragen 
Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat 
mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 
penyelesaian.
88
 Di Pengadilan Agama Sragen, hakim yang memiliki 
sertifikat mediator hanya ada 1 orang saja. Yaitu Mohammad Chabib 
yang berlaku sebagai hakim sekaligus sebagai mediator. Keterbatasan 
ini menyebabkan hakim lain di Pengadilan Agama Sragen  dapat 
bertindak sebagai mediator dengan surat keputusan ketua pengadilan. 
Dalam praktiknya, hakim mediator di Pengadilan Agama Sragen dalam 
melaksanakan mediasi telah melakukan upaya tugas dan kewajiban 
mediator yang telah diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 
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Ketentuan Umum 
 
 
 
 
c. Melakukan Kaukus 
Seringkali hakim mediator melakukan kaukus dalam proses 
mediasi, yaitu mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa 
kehadiran pihak lainnya. 
89
 menurut Harrist, kaukus merupakan salah 
satu upaya mediasi yang efektif. Dimana dalam menjalankan kaukus, 
hakim mediator dapat memperoleh kebenaran atau hal-hal baru dari 
para pihak yang mana tidak bisa didapatkan dengan melakukan 
mediasi yang dihadiri oleh penggugat maupun tergugat. Jika di 
lakukan pertemuan mediasi antara para pihak, terkadang penggugat 
atau tergugat enggan menyampaikan fakta sebenarnya dalam rumah 
tangga mereka karena takut kepada pihak lawan untuk menyampaikan. 
Dengan kaukus, mediator dapat menggali permasalahan rumah tangga 
para pihak dengan baik. Namun, kaukus merupakan inisiatif dari 
mediator dalam melaksanakan mediasi, tidak ada keharusan untuk 
selalu melaksanakan kaukus sehingga dalam berita acara mediasi pun 
tidak ada keterangan dilaksanakan kaukus atau tidak , kaukus hanya 
dilakukan jika dirasa perlu untuk dilakukan kaukus, menurut harrist 
tidak ada besar nilai berapa jumlah perkara yang di kaukus.
90
Menurut 
tergugat perkara perceraian di Pengadilan Agama Sragen, Sariyem, 
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dalam perkaranya tidak dilakukan kaukus karena tidak hadinya 
penggugat.
91
 
Penulis berasumsi bahwa kaukus merupakan suatu cara yang 
efektif untuk di lakukan untuk mewujudkan keberhasilan mediasi. 
Karena dalam melaksanakan kaukus, mediator dapat menggali secara 
dalam pokok permasalahan yang dialami oleh para pihak yang 
bersengketa. Kaukus sebaiknya selalu dilakukan jika dirasa upaya-
upaya yang telah dilakukan belum berhasil.  
d. Memegang kendali proses mediasi 
Selama proses mediasi, hakim mediator memiliki tugas untuk 
memegang kendali mediasi. Mediator wajib menghindari penggunaan 
ancaman, tekanan atau intimidasi dan pemaksaan terhadap salah satu 
atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
92
 Pelaksanaan 
mediasi di Pengadilan Agama Sragen juga selalu melakukan upaya 
tersebut, meredamkan emosi para pihak dengan melakukan skors, 
meminta para pihak untuk bersabar, meminta salah satu pihak keluar 
terlebih dahulu maupun menunda mediasi. Mediator juga mengajak 
para pihak untuk berfikir dingin untuk memfikirkan keputusan yang 
akan dibuat atau menemukan penyelesaian maupun mencari solusi 
untuk perdamaian. Menurut tergugat perkara perceraian di Pengadilan 
Agama Sragen, Sariyem, selama mediasi beliau ditanya mengapa tidak 
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dapat didamaikan, apa pokok persoalan yang menjadi penyebab 
kenapa sampai terjadi percekcokan yang menimbulkan adu mulut 
dengan pihak penggugat. Dengan demikian tergugat diminta untuk 
bersabar untuk lancarnya proses mediasi.
93
  
e. Melibatkan Ahli dan Tokoh Masyarakat 
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum, mediator dapt 
menghadirkan seseorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh 
agama atau tokoh adat.
94
 Dalam praktiknya, mediator juga memanggil 
keterlibatan ahli atau tokoh masyarakat untuk membantu peluang 
berhasilnya mediasi meskipun beberapa atau sedikit. Hakim mediator 
melihat dari kesungguhan para pihak untuk bercerai, hakim 
menanyakan kepada para pihak ataupun keluarga para pihak apakah 
mereka sudah berusaha mendamaikan persoalan mereka dengan 
memanggil tokoh masyarakat atau tokoh agama di sekitar mereka. 
Namun jika persoalan dalam mediasi menjadi sulit. Hakim mediator 
seringkalinya menghadirkan tokoh masyarakat atau tokoh agama dari 
tempat tinggal para pihak seperti saudara, keluarga maupun tokoh 
masyarakat seperti RT dan tokoh agama dari para pihak yang 
bersengketa.
95
 Dari hasil wawancara dengan sariyem selaku tergugat, 
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dulu saat dimediasi mediator Pengadilan Agama Sragen menghadirkan 
bapak Samsuri, yaitu saudara tergugat.
96
 
f. Melibatkan Kuasa hukum 
Kuasa hukum juga dapat membantu terlaksananya mediasi dengan 
baik di Pengadilan Agama Sragen. Kuasa hukum di ajak hakim 
mediator untuk berfikir dan memberikan solusi demi terwujudnya 
perdamaian antara para pihak. Upaya ini selalu di lakukan oleh hakim 
mediator di Pengadilan Agama Sragen yang mana sedikit banyak 
memberikan sedikit kemungkinan perdamaian antara para pihak
97
 
Menurut penulis mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum 
belum sepenuhnya efektif karena kuasa hukum tidak mengerti dasar 
yang menjadi problematika para pihak yang bersengketa di Pengadilan 
Agama Sragen. Kuasa hukum juga memiliki potensi penghambat 
keberhasilan mediasi. Penasihat hukum cenderung tidak mau memberi 
tahu para pihak materiil yang member kuasa hukum kepada mereka 
mengenai mediasi yang wajib bagi para pihak materiil hadir. 
B. Efektifitas Mediasi Kasus Perceraian di pengadilan Agama Sragen 
1. Faktor Yuridis 
Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para 
pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan 
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mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.
98
 
Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus 
diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan 
upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam 
menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi 
terbaik bagi mereka. 
Berdasarkan teori efektivitas hukum yang peneliti gunakan 
sebagai alat ukur penelitian ini, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Dengan berlaku dan 
diterapkannya Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut, diharapkan 
pelaksanaan mediasi lebih efektif dan dapat mengurangi penumpukan 
perkara, serta dapat membantu para pihak mempercepat proses 
penyelesaian perkara dengan menciptakan perdamaian atara kedua 
belah pihak, dengan putusan akhir mendapatkan kesepakatan sama-
sama menang dan menguntungkan (win-win solution).  
2. Faktor Mediator 
Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan 
mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang 
baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan 
prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 
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Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
99
 
Pasal 9 Perma Nomor 1 tahun 2016 mengatur tentang daftar 
mediator pada Ayat (1), bahwa untuk memudahkan para pihak 
memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator 
yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan 
disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para 
mediator.
100
 
Dalam pengamatan peneliti, daftar nama dan kualifikasi 
mediator di Pengadilan Agama Sragen sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 
sampai ayat 6 yang menyatakan bahwa mediator adalah orang yang 
telah lulus pelatihan dan ujian sertifikasi mediator yang 
diselenggarakan oleh Mahkamh Agung dan dibuktikan dengan 
sertifikat. Penunjukan nama-nama mendiator ditentukan oleh Ketua 
Pengadilaan Agama Sragen dengan mempertimbangkan pendidikan 
dan pengalamannya baik sebagai hakim maupun moderator.  
Menurut pandangan Harrist hakim Pengadilan Agama Sragen, 
sertifikasi mediator (lisensi mediator) sangat diperlukan, karena 
tentunya para hakim yang memiliki sertifikasi mediator lebih 
memiliki ilmu yang mumpuni, professional dan ditempa pelatihan 
yang matang, selain itu sertifikasi mediator juga sebagai bukti bahwa 
para hakim memiliki keahlian mediasi dan professional dalam 
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melaksanakannya. Sebenernya hakim mempunyai atau tidak punya 
sertifikat hakim mediator sudah diperbolehkan oleh Peraturan 
Mahkamah Agung untuk menjadi seorang mediator, karena dengan 
peraturan ini otomatis para hakim di Pengadilan  ditunjuk langsung 
sebagai hakim mediator tanpa adanya sertifikat/ sertifikat mediator.
101
 
Penulis berasumsi bahwa hakim mediator yang memiliki 
sertifikat mediator memiliki kemampuan yang lebih baik 
dibandingkan mediator yang belum memiliki sertifikat mediator. 
Mediator yang memiliki sertifikat  sebagai mediator telah memiliki 
tenaga pelatih yang memiliki kompetensi yang terstandardisasi.  
Sehingga keluaran dan peran-peran yang dilakukan mempunyai mutu 
yang tinggi.  
3. Fasilitas dan Sarana 
Ruang mediasi di Pengadilan Agama Sragen hanya ada 2 (dua) 
ruang yang berukuran sekitar 4 meter x 3 meter, di dalamnya hanya 
ada 1 meja dan 3 kursi. Dalam ruang tersebut dapat dilakukan 3 (tiga) 
proses mediasi sekaligus 
Ruangan ini masih jauh dari ideal. Seharusnya ruang mediasi 
harus mempertimbangkan kenyamanan pengguna jasa dan menjaga 
privasi dari setiap pihak yang bersengketa. Di sisi lain tidak tersedia 
ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah sebagai alternatif 
yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para 
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pihak. Fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan dan air minum 
juga harus disediakan sehingga mediasi tidak hanya dianggap sebagai 
prosedur formal dalam perceraian, yang tidak mempunyai manfaat 
untuk mendamaikan pihak yang berkonflik. 
Penulis berasumsi bahwa sarana atau fasilitas yang disediakan 
oleh Pengadilan Agama Sragen sebagai pendukung proses mediasi 
dengan segala keterbatasan yang dimiliki, hal tersebut menjadi faktor 
yang berpengaruh terhadap ketidakberhasilan mediasi karena 
tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai merupakan faktor 
penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Disamping 
kerahasiaan yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan 
agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalhanya. 
4. Kepatuhan Masyarakat 
Kepatuhan masyarakat yang berperkara di Pengadilan 
Agama Sragen untuk melakukan proses mediasi hanya karena itu 
bagian dari aturan mewajibkannya, bukan untuk menyelesaikan 
konflik rumah tanggah yang dialami kedua belah pihak. Menurut 
Hakim Pengadilan Agama Sragen, Harrist, hal itu wajar saja 
dilakukan oleh masyaratat. Karena setiap konflik rumah tanggah yang 
masuk ke Pengadilan Agama adalah konflik yang panjang dan akut. 
Upaya mediasi kebanyakan sudah dilakukan oleh keluarga namun 
tetap tidak menemukan solusi yang efektif. Sehingga bercerai diambil 
 
 
 
 
untuk menyelesaikan konflik yang akut tersebut.
102
 
Jadi kepatuhan masyarakat untuk melakukan mediasi di 
Pengadilan Agama Sragen hanya kepatuhan yang semu. Mediasi 
dilakukan bukan untuk mencari solusi atas konflik yang dialami oleh 
pihak-pihak yang bersengketa, tetapi hanya sebagai prosedur formal 
dalam proses perceraian. Sehingga putusan hakim bersifat final dan 
tidak dapat di batalkan sebagaimana diatus di Perma Nomo 1 Tahun 
2016. 
5. Faktor Kebudayaan 
Faktor ini merupakan faktor paling efektif dalam menentukan 
keberhasilan proses mediasi, baik yang dilakukan secara informa di 
institusi keluarga maupun di intitusi pengadilan. Budaya masyarakat 
Indonesia sangat mengedepankan budaya musyawarah mufakat dalam 
menyelesaikan perselisihan baik dalam konflik rumah tanggah 
maupun konflik sosial yang lain.
103
 
Dalam konflik suami-istri seharusnya keluarga harus perperan 
sebagai intitusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik rumah 
tanggah. Setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk 
menyejukkan suasana di rumah tanggah dan menekan faktor-faktor 
yang dapat menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Namun 
dari wawancara beberapa pihak yang berperkara di Pengadilan 
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Agama Sragen, peran keluarga untuk menyelesaikan konflik yang 
terjadi di antara anggota keluarga menurut peneliti kurang  maksimal. 
Upaya mediasi hanya dilakukan di awal-awal konflik. Ketika mediasi 
tidak menemukan jalan keluar, kedua pihak, keluarga istri dan 
keluarga suami berkonfortasi untuk membela masing- masing 
keluarganya. Inilah menjadikan konflik sumai-istri tidak selesai, 
tetapi semakin memperlebar menjadi konflik keluarga. Budaya 
musyawarah mufakat yang dipegangteguh masyarakat timur selama 
berabad-abad ini telah memudar dalam kehidupan masyarakat timur 
modern. Sehingga budaya yang efektif untuk menyelesaikan segala 
bentuk perselihan di masyarakat itu saat ini tidak lagi dijadikan 
prinsip dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan 
istri. 
C. Faktor yang Melatar belakangi Rendahnya Keberhasilan Mediasi di 
Pengadilan Agama Kabupaten Sragen 
Perceraian bukan suatu masalah yang tabu lagi bagi masyarakat 
Kabupaten Sragen, khususnya bagi masyarakat perkotaan. Sebagai kota 
yang beranjak menuju modernisasi dengan segala pengaruh dari kemajuan 
teknologi serta keragaman budaya barat yang masuk dengan bebasnya 
sedikit banyak mempengaruhi tingkah laku, gaya hidup serta pergaulan 
antar masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak tersebut memiliki 
pengaruh negatif bagi penduduknya. juga banyaknya suami atau istri yang 
pergi ke perantauan untuk mencari nafkah juga memiliki dampak yang 
 
 
 
 
dapat mempengaruhi kepercayaan dan menjadi penyebab rapuhnya rumah 
tangga. Dalam wawancara dengan Mohammad Chabib selaku hakim 
mediator di Pengadilan Agama Sragen faktor-faktor tersebut di atas 
memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat hingga berujung 
perceraian. Kebanyakan kasus yang di tangani oleh Pengadilan Agama 
Sragen khususnya perkara perceraian, kebanyakan di karenkan oleh tidak 
tanggung jawabnya suami kepada istri nya. Dengan itu timbulah 
perselisihan antara suami dan istri dan menyebabkan ketidak harmonisan 
dalam keluarga. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki gaya hidup 
yang modern serta para perempuan sosialita yang aktif di luar rumah, hal 
ini tentu berbeda dengan masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa 
perceraian merupakan hal yang tabu, mereka cenderung mempertahankan 
rumah tangga dan memiliki sifat keterbukaan satu sama lain. Walaupun 
tidak menutup kemungkinan pada masyarakat pedesaan juga terjadi 
perceraian berarti permasalahan tersebut telah fatal dan tidak bisa untuk 
didamaikan.
104
 
Dari tahun 2016 hingga 2017 dapat diketahui bahwa angka perceraian 
terus meningkat terutama cerai gugat, peningkatan tersebut sangat 
signifikan dalam kurun waktu 1 tahun. Tentu hal ini merupakan masalah 
besar yang dihadapi bukan hanya pengadilan agama namun bangsa 
Indonesia. 
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Dalam praktisnya, apa yang telah penulis teliti mengenai upaya 
mediator dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sragen pada tahun 
2017 telah mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2016. Namun keberhasilan 
mediasi dapat dikatakan masih minim karena beberapa faktor. 
1. Para pihak bertekad untuk bercerai 
Sebenarnya hakim mediator telah mengupayakan kepada para 
pihak untuk tidak bercerai dalam melaksanaakan mediasi. Menurut Harrist 
hakim mediator di Pengadilan Agama Sragen kebanyakan mereka yang 
mengajukan permohonan perkara perceraian adalah mereka yang sangat 
ingin bercerai. Seluruh upaya telah dilakukan oleh hakim mediator di 
Pengadilan Agama Sragen, seperti meredamkan amarah para pihak saat 
dilakukan mediasi, mengingatkan kembali akan akibat hukum jika sampai 
terjadi perceraian, mengingatkan kembali akan nasib anak-anak jika 
sampai bercerai, memanggil pihak lain/ pihak-pihak yang dirasa bisa 
mendamaikan pihak yang ingin bercerai dan melakukan kaukus.
105
 
Namun, semua upaya yang dilakukan belum dapat mewujudkan adanya 
perdamaian oleh para pihak.  
Adapula para pihak yang bersengketa menganggap mediasi 
hayalah sebuah formalitas yang harus dilalui sebelum adanya putusan. 
Menurut Harrist para pihak yang menganggap mediasi hanya sebagai 
formalitas dapat dilihat dari sikap dan perilakunya yang mana sekedar 
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menghadiri mediasi tanpa ada suatu upaya dan keinginan yang ditunjukkan 
dari para pihak untuk berdamai.
106
  
2. Banyaknya kasus yang di tangani oleh kuasa hukum 
Kuasa hukum atau penasihat hukum adalah salah satu profesi 
penegak hukum yang mempunyai bidang-bidang tugas antara lain 
konsultas hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk 
kepentingan hukum klien.
107
 Profesi ini mempunyai pengaruh penting 
dalam proses penyelesaian sengketa yang mana tugasnya adalah membela 
kepentingan hukum klien, maka advokat atau penasihat hukum adalah 
pihak yang dipercaya oleh kliennya. Di sinilah profesi strategis yang 
dimiliki oleh profesi advokat atau penasihat hukum.
108
 
Dengan kedekatan serta rasa saling percaya dengan klien, maka 
advokat bisa memberi penjelasan kepada klien tentang keuntungan dan 
kerugian meneruskan proses persidangan atau memilih mencari formulasi 
perdamaian yang tidak merugikan kliennya dengan pihak lawan. Jadi 
apabila dengan terjadinya perdamaian antara para pihak, maka hal itu lebih 
baik bagi klien maka advokat harus memperjuangkan tercapainya 
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perdamaian meskipun dengan resiko fee yang diterima tidak sebesar kalau 
memenangkan suatu perkara.
109
 
Sebagai kuasa hukum, kuasa hukum memlikiki kewajiban untuk 
membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses 
mediasi. Diantaranya mendorong para pihak untuk berperan langsung 
secara aktif dalam proses mediasi.
110
 Menurut Chabib fakta  di lapangan 
kebanyakan kasus perceraian dalam proses mediasi kedatangannya 
diwakili oleh kuasa hukum para pihak, tidak tahu apakah para pihak 
berhalangan hadir atau bahkan enggan hadir dalam proses mediasi, hal ini 
memberikan sedikit banyak  faktor yang memengaruhi ketidakberhasilan 
mediasi.
111
 
Kehadiran para pihak dalam setiap persidangan maupun dalam 
mediasi merupakan faktor yang penting untuk terwujudnya keberhasilan 
mediasi. Harrist mengatakan bahwa Pengadilan Agama Sragen merupakan 
peradilan yang mana setiap kasus yang ditangani oleh kuasa hukum 
tertinggi di pengadilan se eks Surakarta. Ketidakhadiran para pihak atau 
kehadirannya diwakili oleh kuasa hukum dalam persidangan memberikan 
sedikit banyak pengaruh ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 
Sragen. Keterbatasan bertatap muka antara para pihak menjadi faktor 
kecilnya presentase keberhasilan mediasi. 
112
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3. Sedikitnya jumlah hakim mediator yang bersertifikat sebagai hakim 
mediator 
Pada dasarnya mediator yang diperbolehkan memandu jalannya 
mediasi hanyalah mereka yang sudah mempunyai sertifikat mediasi atau 
hakim bersertifikat, pegawai pengadilan yang bersertifikat maupun 
mediator eksternal. Tetapi adakalanya di suatu pengadilan tidak terdapat 
mediator yang cukup baik dari kalangan mediator hakim, mediator 
pegawai pengadilan maupun mediator eksternal. Dalam kondisi semacam 
itu, maka ketua pengadilan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan 
surat keputusan yang berupa pemfungsian hakim yang tidak bersertifikat 
mediator menjadi hakim yang bisa menjalankan fungsi sebagai 
mediator.
113
 
Karena keterbatasan mediator yang bersertifikat, maka hakim yang 
lain diperkenankan untuk menjadi mediator selama hakim tersebut tidak 
terlibat sebagai hakim sidang dalam menangani perkara yang sedang 
dimediasi. Para hakim mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator 
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi untuk mediator yang 
diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Pelatihan mediator sangat 
terbatas jumlahnya, karena diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI 
secara nasional, sehingga pesertanya sangat terbatas.
114
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Di Pengadilan Agama Sragen, hakim mediator yang memiliki 
sertifikat sebagai hakim mediator hanya 1 hakim saja yaitu Drs. H. 
Mohamad Chabib. Keterbatasan jumlah hakim yang memiliki sertifikat 
sebagai hakim mediator juga dapat mempengaruhi kegagalan mediasi 
walaupun hanya sedikit. Menurut penulis, setidaknya hakim mediator 
yang bersertifikat telah mendapatkan pendidikan tentang bagaimana 
melakukan mediasi, mendapat pendidikan bagaimana taktik maupun 
strategi untuk melakukan mediasi. Penulis sendiri telah melihat bahwa 
Ketua Pengadilan Agama Sragen telah membuat daftar nama-nama hakim 
mediator. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-
masing dan pengalaman menjadi hakim. Dengan demikian akan 
memudahkan para pihak untuk memilih mediator yang mereka inginkan 
dan berharap agar permasalahan mereka bisa diselesaikan sesuai dengan 
harapan. 
4. Tidak hadirnya tergugat 
Kebanyakan pekara perceraian yang diputus Pengadilan Agama 
Sragen adalah perkara yang diputus tanpa hadirnya tergugat atau verstek. 
Hal ini pula mengakibatkan jumlah perkara yang di mediasi cenderung 
sedikit. Tidak hadirnya salah satu pihak dalam upaya mediasi ini berakibat 
mediasi tidak dapat dilaksanakan.
115
 Sebaagaimana dalam pasal 7 ayat 1 
Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang 
menyebutkan tentang itikad baik para pihak dalam menempuh mediasi 
                                                             
115
 Ibid,  
 
 
 
 
yaitu, para pihak dan /atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi 
dengan Itikad baik.
116
 Apabila para pihak tidak beritikad baik, maka  
mediator menyampaikan laporan Penggugat tidak beritikad baik kepada 
Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi 
dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak 
dapat dilaksanakan mediasi.
117
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BAB V  
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
 
1. Berdasarkan hasil analisis terhadap upaya mediasi hakim mediator 
dalam kasus perceraian di pengadilan agama kabupaten sragen 
pada tahun 2017 penulis menyimpulkan bahwa Hakim mediator 
Pengadilan Agama Sragen menganggap bahwa kontribusi yang 
diberikan oleh Perma sangat positif, serta fleksibelitas dan 
keleluasaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jauh lebih baik 
dari yang sebelumnya. Kemudian pelaksanaan mediasi di 
Pengadilan Agama Sragen telah mengacu pada Perma No. 1 Tahun 
2016 meskipun ada beberapa hal yang mungkin belum dapat di 
laksanakan oleh Pengadilan Agama Sragen karena beberapa hal 
yang menghalangi  
2. Efektifitas mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sragen 
belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Hanya dari sisi faktor 
yuridis, sarana dan fasilitas saja yang sudah efektif. Namun, dari 
faktor ketaatan hukum oleh masyarakat, faktor mediator dan 
kebudayaan masih beluk efektif. Keterbatasan mediator yang 
bersertifikat sebagai mediator mengharuskan ketua mengeluarkan 
surat keputusan untuk melibatkan hakim dalam pengadilan 
menjalankan tugas sebagai mediator. Hal ini juga menjadi salah 
satu faktor yang memberikan sedikit banyak presntase kegagalan 
mediasi dan meningkatnya perkara perceraian 
 
 
 
 
3. Tingginya angka perceraian di Sragen khususnya masyarakat yang 
beragama islam relative meningkat. Hal ini disebabkan beberapa 
faktor. Diantaranya faktor ekonomi, budaya, dan 
ketidakharmonisan dalam keluarga. Hakim mediator yang bertugas 
memediasi setiap perkara perceraian, telah berusaha 
mengupayakan segala cara agar teciptanya perdamaian dalam 
setiap perkara. Namun, keberhasilan mediasi relatif rendah. 
Bahkan tidak ada yang berhasil, ada yang berhasil, namun tidak 
terjadi selama proses mediasi, melainkan diluar persidangan 
maupun diluar mediasi 
 
B. Saran 
 
Di bagian akhir skripsiini penulis menyarankapan kepada para 
pemerintah ataupun suatu lembaga atau instansi yang terkait dalam hal ini: 
1. Kepada Pengadilan Agaama Sragen untuk menjalankan mediasi 
dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang di tuangkan dalam 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta melakukan evaluasi atas 
plaksanaan mediasi dan teknik penyelesaian sengketa, sehingga 
bisa ditemukan kekurang dalam teknik penyelesain sengketa. 
2. Kepada para hakim mediator untuk melaksanakan mediasi dengan 
sebaik-baiknya, dan mengupayakan perdamaian dengan cara yang 
dibenarkan perma, melakukan mediasi dengan cara-cara yang lebih 
menyenangkan dan tidak membosankan sehingga para pihak 
 
 
 
 
tertarik untuk mendengarkan dan kemungkinan keputusan untuk 
bercerai bisa goyah karena para pihak terpengaruh oleh mediator, 
hal ini merupakan suatu tantangan bagi para hakim mediator maka 
dari mediasi tidak dianggap hanya formalitas persidangan. 
3. Kepada para hakim mediator untuk berkerjasama dalam 
menemukan cara atau metode baru yang bisa membuat mediasi ini 
berhasil dan efektif. Dan kepada masyarakat agar menggunakan 
mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sragen dengan 
sebaik-baiknya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
 
a. Para Hakim yang telah Berpengalaman dalam Menyelesaikan 
Kasus perceraian melalui Mediasi di Pengadilan Agama Sragen 
 
1. Menurut berita di surat kabar online, di pengadilan agama 
kasuss perseraiannya masih cenderung tinggi, apa yang melatar 
belakangi tingginya kasus perceraian di sragen? 
2. Bagaimana pandangan anda sebagaai hakim dalam mensikapi 
hal tersebut? 
3. Bagaimana mediasi dipengadilan agama sragen selama ini, 
Apakah mediasi di Pengadilan Agama Sragen telah sesuai 
dengan Perundang-undangan yang berlaku  
4. Bagaimana mediasi dalam pandangan Anda sebagai hakim? 
5. Mengapa ada mediasi dalam penyelesaian kasus Perceraian di 
Pengadilan Agama Sragen? 
6. Mengapa mediasi wajib dilaksanakan? 
7. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu 
dalam proses penyelesaian kasus perceraian? 
8.  Selain mediasi, apakah ada upaya lain yang dilakukan 
oleh pengadilan/hakim/mediator untuk mendamaikan para 
pihak yang berKasus perceraian? jika ada bagaimana upaya 
tersebut? 
9. Bagaimana presentase keberhasilan mediasi di pengadilan 
agama sragen? 
10. Mengapa Kasus perceraian yang dapat didamaikan melalui 
 
 
 
 
mediasi jumlahnya masih relatif rendah? 
11. Menurut Anda, apakah masyarakat sudah memahami dengan 
benar makna sesunguhnya dari mediasi tersebut? Jika belum, 
apa alasannya? 
12. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi dalam 
penyelesaian Kasus perceraian di Pengadilan Agama Sragen? 
13. Apakah mekanisme pelaksanaan mediasi yang ditempuh 
selalu sama dalam setiap penyelesaian kasus Perceraian yang 
ada? 
14. Bagaimana jika salah satu pihak yang berperkara tidak hadir 
dalam mediasi? 
15. Bagaimana jika mediasi tidak berhasil mendamaikan para 
pihak yang berperkara (tidak dapat tercapai titik temu)? 
16. Tindakan apa yang dilakukan jika para pihak dapat mencapai 
kata sepakat dalam mediasi? 
17. Apakah hakim terikat untuk melakukan/mengarahkan mediasi 
kepada para pihak yang sedang berperkara? 
18. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Sragen/hakim/mediator 
dalam menyelesaikan Kasus perceraian melalui mediasi? 
19. Apakah dalam upaya tersebut, pengadilan/hakim/mediator 
bekerja sama dengan pihak lain? Jika iya, siapa saja pihak-
pihak itu? apa dan bagaimana bentuk kerja samanya? 
20. Apa hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pengadilan 
Agama Sragen/hakim/mediator dalam upaya menyelesaikan 
Kasus perceraian melalui mediasi? 
21. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan tersebut? 
22. Bagaimana tanggapan para pihak terhadap upaya Pengadilan 
Agama Sragen/hakim/mediator dalam menyelesaikan Kasus 
perceraian melalui mediasi? 
 
 
 
 
23. Bagaimana pandangan hakim terhadap peran dan keberadaan 
kuasa hukum para pihak terkait upaya mediasi dalam 
penyelesaian Kasus perceraian di Pengadilan Agama Sragen? 
24. Bagaimana hasil mediasi yang selama ini telah dilaksanakan 
di Pengadilan Agama Sragen? Apakah kedua belah pihak 
yang perkara dapat menemukan titik temu dalam mediasi? 
25. Bagaimana keberadaan dan pemberdayaan lembaga 
penyelesaian perkara perdata (dading) yang ada di Pengadilan 
Agama Sragen? 
26. Apa saja tentangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut? 
 
27. Berapa jumlah hakim dan hakim mediator di pengadilan Agama 
Sragen? 
28. Untuk menjadi seorang mediator, apa saja syarat-syarat yang 
harus dipenuhi? 
29. Siapa yang dapat menjadi mediator? 
 
30. Apa tujuan dari mediator? 
 
31. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh mediator dalam 
melakukan mediasi? 
32. Apa hambatan-hambatan yang ditemui mediator dalam 
melakukan mediasi? 
33. Bagaimana upaya mediator dalam mengatasi hambatan-
hambatan tersebut? Apakah mediasi dalam setiap perkara 
khususnya perceraian selalu dilakukan? 
34. Bagaimana jika salah satu pihak yang berperkara tidak hadir 
dalam proses medisi? 
35. Bagaimana pandangan anda terhadap peran dan kerberadaan 
kuasa hukum para pihak terkait upaya mediasi dalam 
peenyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Sragen? 
 
 
 
 
36. Apakah selama bapak pernah memediasi pihak khususnya 
para pihak perempuan yang (maaf, terdapat gangguan fisik 
maupun psikis?) 
37. Kalau iya, bagaimana langkah anda memediasi para pihak 
tersebut? 
38. Apa hambatan yang timbul selama mediasi tersebut? 
39. Apakah pernah memediasi para pihak perkara perceraian 
dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga? 
40. Bagaimana proses dan langkah memediasi perkara tersebut? 
41. Apa hambatan yang diperoleh selama mediasi perkara 
tersebut? 
42. Apakah mediator selalu mencegah atau menegur para pihak, 
kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang 
merendahkan, menyalahkan pihak perempuan? 
b. Para pihak yang bersengketa 
1. Apakah anda tahu apa itu mediasi? 
2. Apakah dalam perkara ibu dilakukan mediasi? 
3. Siapa yang menjadi mediator? 
4. Bagaimana proses mediasi yang telah dilaksanakan? 
5. Apakah mediasi berhasil? 
6. Bagaimana upaya mediator dalam melakukan mediasi? 
7. Apakah dilakukan kaukus? 
8. Apakah mediator menghadirkan para tokoh atau saudara 
tergugat? Siapa? 
9. Apakah ibu menggunakan jasa penasihat hkum? 
10. Bagaimana hasil akhir dari mediasi? 
11. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sragen 
menurut ibu? 
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Laporan data mediasi Pengadilan Agama Sragen tahun 2017 
 
 
 
 
 
 
Laporan data mediasi Pengadilan Agama Sragen tahun 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Surat keterangan telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama 
Sragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan ibu sariyem sebagai tergugat 
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